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Abstrak

Wakal adalah lembaga keagamaan, ia berfungsi ibadah kepada Allah sekaligus sosial-
ckonomi. Wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki manfaat buat masyarakat secara
ckonomis sekaligus untuk kepentingan ritual keagamaan, Adanya Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf menandakan negara semakin memberikan pengakuan
terhadap eksistensi nilai-nilai keagamaan Islam di Indonesia yang selama ini menjadi
tradisi di masyarakat. Landasan filosofis diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41
lahun 2004 tentang Wakaf, bahwa Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang
memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Terjadinya dialog antara
Nabi Saw dan sahabat Umar Ra tentang pola pengelolaan sebidang tanah di Khaibar dapat
mendeskripsikan filosofi dari ajaran wakaf tersebut, bahwa harta benda wakaf perlu
dikelola agar menghasilkan dan asetnya tetap untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Pada tataran filosofis wakaf unggul dari aspek keabadian benda dan nilai, sehingga dapat
memberikan manfaat seluas-luasnya kepada khalayak umum dalam jangka waktu yang
panjang. Dari segi tataran praktisnva, wakaf telah membuktikan sebagai instrumen
kesejahteraan dalam sejarah kejayaan peradaban Islam masa lalu. Dibandingkan dengan
filantropi Islam lainnya seperti zakat, wakaf secara filosofis harta bendanya tetap dijaga
keabadiannya sehingga dapat terus dimanfaatkan oleh mauguf ‘alaihi. Secara etimologi,
wakaf berasal dari perkataan Arab “weqf" yang berarti “al-habs . la merupakan kata yang

erbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata
tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan lain-lain, maka berarti
pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Bila dikaitkan dengan uang, berarti
pembekuan hak kemilikan atas uang untwk tujuan wakaf yang diinginkan oleh wakif
kepada Nazhir.

Kata Kunci: Demokrasi, Globalisasi, Hukum Wakat

Abstrak

Wakaf was a religious institution, it functioned the worship of God and socio-economic.
Waukaf as a religious institution had the beaefit for the society economically as well for the
sake of religious rituals. The existence of law No. 41 year 2004 on Wakaf signified the
country had to give recognition to the existence of religious values of Islam in Indonesia
which had been a tradition in the society. The philosophical foundations of the enactment
of Law No. 41 year 2004 on Wakaf, that Organization of wakaf as a religious institution
that had the potential and economic benefits need to be managed effectively and efficiently
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